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Perdamaian yang telah 

disahkan mengikat 

semua Kreditor (Pasal 

286 Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan 

Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang). 

Kreditor yang tidak 

setuju yang tidak setuju 

terhadap Putusan 

penetapan perdamaian 

Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang, 

bisa melakukan upaya 

hukum: 

1) .   Berdasarkan Pasal 

295 ayat (2) huruf b 

Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan   

Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang 

dapat mengajukan 

Peninjauan Kembali 

terhadap Putusan 

tersebut; 

2) .  Berdasarkan hukum 

acara perdata dapat 

mengajukan 

pembatalan  terhadap 

akta perdamaian, 

karena adanya 

kekhilafan mengenai 

orang atau pokok 

perkaranya, 

  

2. Saran 

Perlu adanya pembaruan 

terhadap Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 2004 

khusunya Pasal 231 a dan 

Pasal 231 b dan harus 

disesuaikan dengan Pasal 

123 H.I.R dan Pasal 1795 

KUHPerdata tentang 

gugatan perwakilan perdata, 

yaitu perlu diatur tentang 

pemberian surat kuasa 

khusus 
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